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ABSTRAK 
 
 

KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Magelang 
 
 

Aprilia Wulansari 
NIM: 032114092 

Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta 

2008 
 
 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) Besar kontribusi Pajak 
Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang 
pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, (2) Perkembangan kontribusi Pajak 
Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 
2000 sampai dengan tahun 2007. 
 Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. 
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Pajak Penerangan 
Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang sebesar 10,80% pada tahun 
2000; 9,11% pada tahun 2001; 9,10% pada tahun 2002; 9,19% pada tahun 2003; 
11,09% pada tahun 2004, merupakan kontribusi terbesar; 9,31% pada tahun 2005; 
kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2006 sebesar 7,59% dan pada tahun 2007 
sebesar 8,88% (2) Hasil uji signifikansi menggunakan pengujian statistik uji t 
menunjukkan bahwa t hitung -1,375 < t tabel 2,447, hal ini membuktikan bahwa tidak 
ada perkembangan yang signifikan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 
2007. 
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ABSTRACT 

 

CONTRIBUTION OF TAX PUBLIC LIGHTING TO REGIONAL ORIGINAL 
REVENUE 

A Case Study in Magelang Municipality Government 
 

Aprilia Wulansari 
032114092 

Sanata Dharma University 
Yogyakarta 

2008 
 

 

The research was aimed to (1) find out how much the contribution of tax 
public lighting to Regional Original Revenue in Magelang municipality during 2000 
to 2007, (2) find out the significant development of contribution of tax public lighting 
to Regional Original Revenue in Magelang municipality during 2000 to 2007. 

This study was a case study. The data were obtained by documentation. The 
data analysis of this study was the Simple Linear Regression analysis. 

The result showed that (1) the contribution of tax public lighting to Regional 
Original Revenue in Magelang municipality was equal to 10,80% in 2000; 9,11% in 
2001; 9,10% in 2002; 9,19% in 2003; 11,09% in 2004; 9,31% in 2005; 7,59% in 
2006; and 8,88% in 2007, (2) the result of “t” test showed that calculated t = -1,375 < 
2,447, this result proved that there was no significant development of contribution of 
tax public lighting to Regional Original Revenue in Magelang municipality during 
2000 to 2007. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

membawa implikasi luas pada roda pemerintahan di daerah. Melalui Undang–

Undang ini pula banyak jenis wewenang yang dialihkan Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah. Prinsip yang mendasari kewenangan tersebut adalah 

diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Tujuan utama diberlakukannya 

otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan 

perekonomian daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah akan berpengaruh 

terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Hal 

yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan daerah adalah 

masalah sumber pembiayaan pembangunan daerah. 

Sejalan dengan semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan maupun 

pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terbesar yang berasal dari dalam 

wilayahnya sendiri, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 sumber-

sumber PAD berasal dari Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan 
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kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain- lain PAD yang sah. Pendapatan Asli 

Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang dapat dijadikan 

tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. 

Dari sumber-sumber PAD, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup 

tinggi pada adalah sektor Pajak Penerangan Jalan. Menurut Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis dari Pajak Daerah. Pajak 

Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan 

ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang 

rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

Di jaman yang sudah sangat modern seperti sekarang ini manusia khususnya 

masyarakat Kota Magelang tentunya tidak bisa terlepas dari tenaga listrik, dalam 

hal ini adalah penerangan jalan. Bagi mereka penerangan jalan dianggap menjadi 

kebutuhan manusia yang cukup penting khususnya di malam hari. Jika satu saat 

lampu penerangan jalan di sekitar rumah padam,  apalagi jika hingga beberapa 

hari padamnya, akibatnya bukan cuma gelap sekitar rumah pada malam hari, 

tetapi bisa juga membuat rasa aman  terganggu. Misalnya, tidak bisa mengawasi 

setiap orang asing yang menuju rumah.  Bisa juga daerah gelap seperti itu 

membuat pejalan kaki sulit melangkahkan kakinya. Artinya, jika lampu 

penerangan jalan padam, tak cuma keindahan jalan yang berkurang tetapi 

berbagai macam aspek juga turut terganggu. Hal-hal inilah yang menyebabkan 

tingkat penggunaan penerangan jalan di Kota Magelang terus meningkat. Dengan 
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meningkatnya  penggunaan penerangan jalan secara otomatis penerimaan Pajak 

Penerangan Jalan juga akan meningkat.  

Dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, sektor Pajak Penerangan 

Jalan merupakan salah satu sektor andalan dalam menunjang penerimaan 

Pemerintah Kota Magelang. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah di Kota 

Magelang dari tahun 2000 maka perlu dilihat seberapa besar kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana 

perkembangan  kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Jika kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah rendah, sebaiknya 

ditingkatkan. Akan tetapi jika kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah tinggi, maka harus dipertahankan.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan  tahun 2007? 

2. Apakah ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan 

tahun 2007? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah yang diteliti untuk 

Pendapatan Asli Daerah hanya Pajak Penerangan Jalan saja, sehingga tidak 

dibahas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan 

tahun 2007. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan 

Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang  pada tahun 2000 

sampai dengan tahun 2007. 

 

E. Manfaat penelitian 

Dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi: 

1. Pemerintah Kota Magelang 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah, terutama dalam hal penggalian sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah. 
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2. Universitas Sanata Dharma 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wacana dan informasi 

untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang 

berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan. 

3. Penulis 

Penulis memperoleh wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian, 

selain itu juga memperoleh pengetahuan di bidang keuangan daerah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:  

BAB   I Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB  II Landasan Teori 

 Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian, meliputi: pengertian Otonomi Daerah, Tujuan Otonomi 

Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, sumber-sumber Pendapatan 

Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah, sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah, pengertian Pajak, pengertian Pajak Daerah, 

jenis-jenis Pajak Daerah, dan teori yang mendukung tentang Pajak 

Penerangan Jalan. 
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BAB III Metode Penelitian 

 Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik 

pengumpulan data dan teknis analisis data. 

BAB IV Gambaran Umum Pemerintah Kota Magelang 

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum Pemerintah Kota 

Magelang. 

BAB   V Deskripsi Data, Analisis Data dan Pembahasan 

Pada bab ini dibahas mengenai deskripsi data dan perhitungan 

penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Penerangan 

Jalan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan 

yang akan dilakukan menggunakan rumus yang telah ditentukan.  

BAB VI Penutup 

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Otonomi Daerah 

1. Pengertian Otonomi Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, Otonomi Daerah adalah: 

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.  

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, adalah: 

“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.   

2. Tujuan Otonomi Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah 

adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
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pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

B. Penerimaan Daerah 

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Penerimaan Daerah dalam 

pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. 

1. Pengertian Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. 

2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

b. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

Dana Perimbangan terdiri dari: 

1) Dana Bagi Hasil 

 Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
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2) Dana Alokasi Umum 

Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

3) Dana Alokasi Khusus 

Dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

c. Lain- lain Pendapatan  

Lain- lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana 

darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah 

negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, 

Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam 

bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli 

dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dana darurat adalah dana 

yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang 

mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis 

solvabilitas. 

 

 



  

 

10 

3. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

4. Sumber-sumber Pembiayaan  

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah 

b. Penerimaan pinjaman daerah 

c. Dana cadangan daerah 

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

 

C. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah  

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan 

Asli Daerah yaitu: 

a. Pajak daerah 

b. Retribusi daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

d. Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah 
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Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi: 

1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2) jasa giro 

3) pendapatan bunga 

4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

 

D. Pajak 

Ada berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2003:1) pajak adalah: 

 “Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Menurut Adriani yang dikutip oleh Zain (2003:10-11) pajak adalah: 

Iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
 
Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R yang 

dikutip oleh Zain (2003:11) pajak adalah: 

Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat 
pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan 
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proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk 
menjalankan pemerintahan. 
 
 

E. Pajak Daerah 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000, Pajak Daerah  adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiaya i penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah  

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000,  jenis-jenis Pajak Daerah 

adalah: 

a. Pajak Propinsi 

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah 

tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, 

terdiri dari: 

1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan 
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b. Pajak Kabupaten/Kota 

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 

daerah tingkat kabupaten/kota.  

Pajak kabupaten/kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri 

dari: 

1) Pajak hotel 

2) Pajak restoran 

3) Pajak hiburan 

4) Pajak reklame 

5) Pajak parkir 

6) Pajak penerangan jalan 

7) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 

 

F. Pajak Penerangan Jalan  

1. Pengertian Penerangan Jalan 

Menurut Prakosa (2005: 126-127), Penerangan Jalan adalah penggunaan 

tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah Daerah. 

2. Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Prakosa (2005: 126), Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas 

penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut 

tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 
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3. Subjek dan Wajib Pajak penerangan Jalan 

Menurut Prakosa (2005: 127), Subjek dan wajib Pajak Penerangan Jalan 

adalah: 

a. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan tenaga listrik. 

b. Wajib Pajak penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang 

menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. 

4. Objek Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Prakosa (2005; 127), Objek Pajak Penerangan Jalan adalah 

penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, 

yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek 

Pajak Penerangan Jalan yang dimaksud jika: 

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah 

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 

kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga- lembaga internasional 

dengan asas timbal balik 

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas 

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait 

d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah  
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5. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Prakosa (2005; 127-128), Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan 

adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik yang dimaksudkan 

tersebut ditetapkan sebagai berikut: 

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual 

Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya 

pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik 

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut 

bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang 

tersedia, penggunan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga 

satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan 

6. Tarif Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Prakosa (2005; 128), Tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Soeratno dan Supramono (2002) melakukan penelitian dengan judul “ Urgensi 

Pajak Daerah Dan Penghasilan Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pajak 

daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang 

paling dominan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya bagi propinsi 

DIY. (2) Sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan, seluruh kabupaten dan 
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kota di Propinsi DIY, pajak daerah dan retribusi daerahnya bersifat elastis. (3) 

Dilihat dari koefisien korelasi dan trend runtun waktu, dapat dikatakan bahwa 

pemerintah sangat menggantungkan diri pada pajak daerah dan retribusi daerah 

dalam pembiayaan pembangunan daerah. 

Supramono (2003) melakukan penelitian dengan judul “Posisi Pajak Dan 

Retribusi Sebagai Sumber Penerimaan daerah Di Kota Semarang”. Dari penelitian 

yang dilakukan, hasil yang didapat adalah hanya beberapa jenis retribusi saja 

yang mempunyai posisi prima dan dijadikan andalan sumber penerimaan daerah 

Kota Semarang. Penerimaan tersebut meliputi: pajak penerangan jalan dan 

retribusi kebersihan, retribusi terminal dan retribusi pengamanan lingkungan 

pasar. Sedangkan jenis pajak dan retribusi yang lain masih membutuhkan 

penanganan ekstra agar mampu dijadikan tumpuan penerimaan daerah di masa 

datang. 

Radianto dan Haning (2005) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Potensi Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

(1) Potensi efisiensi pajak daerah Kota Yogyakarta mengalami penurunan. 

Penurunan efisiensi ini terlihat dari tidak tercapainya target yang ditentukan. 

Kondisi ini disebabkan karena penerapan otonomi daerah terutama desentralisasi 

fiskal masih dalam jangka pendek sehingga membutuhkan beberapa penyesuaian 

terutama dalam hal penentuan target pajak daerah. (2) Potensi pertumbuhan pajak 

daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Walaupun efisiensi menurun, 

tetapi rata-rata pertumbuhan pajak daerah mengalami kenaikan setelah Undang-
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Undang perpajakan Nomor 34 Tahun 2000, terutama untuk pajak hotel, reklame 

dan penerangan jalan. (3) Potensi kontribusi pajak daerah Kota Yogyakarta 

sebagian besar mengalami penurunan. (4) Tingkat matriks potensi pajak daerah 

Kota Yogyakarta sebagian besar stabil. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk studi kasus, yaitu penelitian tentang 

suatu objek tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini hanya berlaku pada objek 

yang diteliti. 

 

B. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat : Pemerintah Kota Magelang                

2. Waktu      : Bulan Juni – Juli 2008 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Magelang. 

2. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu: 

a. Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 

b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 
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D. Data yang diperlukan 

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Magelang 

2. Data realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 

3. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

data atau catatan tertulis. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

realisasi Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun, rumus yang digunakan 

(Halim 2002: 345), adalah: 
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Rencana tabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Tabel 1. Rencana tabel Kontribusi PPJ terhadap PAD 
Tahun 

Anggaran 
Realisasi PPJ  

(Rp) 
Realisasi PAD 

(Rp) 
Kontribusi 

% 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

   

 

2. Untuk melihat perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 

digunakan langkah- langkah sebagai berikut: 

a. Menemukan persamaan trend dengan metode kuadrat terkecil yang 

ditunjukkan dalam  persamaan garis trend  Y’ = a + bX, (Subagyo dan 

Djarwanto 2005: 259), di mana: 

 Y’ =  Nilai variabel yang ditentukan  

 X =  Tahun yang akan dihitung berdasarkan tahun dasar yang akan 

          ditentukan dari X = 0  

 n    =  jumlah tahun 

 a    =  bilangan konstan, yang merupakan titik potong dengan sumbu  

           vertikal pada gambar kalau nilai X = 0 

 b  =   koefisien kecondongan garis 
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Tabel 2. Rencana perhitungan trend dari kontribusi PPJ 
Tahun Kontribusi 

PPJ (%) 
X XY X2 Y’  

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

     

TOTAL      
 

 nilai a dan b dapat dihitung berdasarkan 2 persamaan berikut ini:  

 SY    = Na + bSX 

 SXY = aSX + bSX2                       

b. Menguji Hipotesis 

1) Merumuskan hipotesis 

Hipotesis nihil, H0 : b = 0; berarti tidak ada perkembangan kontribusi  

Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Hipotesis alternatif, H1 : b ?  0; berarti ada perkembangan kontribusi  

Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2) Memilih level of significance :a = 0,05 

3) Menghitung nilai t adalah:        
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Rumus Sb yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Dimana:  

 

 

 

 

 

 

4) Menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 1: Contoh Bagan Daerah  Penerimaan dan Penolakan H0 
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5) Menentukan kriteria pengujian 

a) H0 diterima apabila: -t(a/2;n-2) = t hit = t (a/2;n-2) 

b) H0 ditolak apabila: t hit < -t (a/2;n-2) atau t hit > t (a/2;n-2) 

6) Menarik kesimpulan dari pengujian di atas yaitu apabila H0 diterima 

berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan apabila H0 ditolak maka 

berarti ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  KOTA MAGELANG 

 

Kota Magelang sebelum berkedudukan menjadi Ibukota Karesidenan Kedu 

juga pernah berkedudukan menjadi Ibukota Kabupaten Magelang. Tetapi setelah 

masa kemerdekaan kota ini menjadi kotapraja dan kemudian di era reformasi 

dikenal menjadi Kotamadya Magelang. Namun sejalan dengan pemberian 

otonomi seluas- luasnya kepada daerah, sebutan kotamadya ditiadakan dan diganti 

menjadi kota. Kotamadya Magelang saat ini terdiri dari 3 kecamatan dan 17 

kelurahan. Posisi Kota Magelang sangat strategis karena terletak hampir di tengah 

Jawa Tengah dan berada di persimpangan poros utama Yogya-Semarang, Yogya-

Wonosobo, dan Semarang-Cilacap. 

 

A. Sejarah Kota Magelang 

Hari Jadi Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 11 April, penetapan ini 

berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 1989. Penetapan 

hari jadi Kota Magelang merupakan tindak lanjut dari seminar dan diskusi yang 

dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Magelang bekerjasama dengan 

Universitas Tidar Magelang dengan dibantu pakar sejarah dan arkeologi 

Universitas Gajah Mada, Drs. MM. Soekarto Kartoatmodjo, dengan dilengkapi 

berbagai penelitian di Museum Nasional. 
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Kota Magelang mengawali sejarahnya sebagai desa perdikan "Mantyasih", 

yang saat ini dikenal dengan Kampung Meteseh di Kelurahan Magelang. 

Mantyasih sendiri memiliki arti beriman dalam Cinta Kasih. Di kampung 

Meteseh saat ini terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat 

upacara penetapan Sima atau Perdikan.  

Untuk menelusuri kembali sejarah Kota Magelang, sumber prasasti yang 

digunakan adalah Prasasti POH, Prasasti GILIKAN dan Prasasti MANTYASIH. 

Ketiganya merupakan parsasti yang ditulis diatas lempengan tembaga. Parsasti 

POH dan Mantyasih ditulis pada zaman Mataram Hindu saat pemerintahan Raja 

Rake Watukura Dyah Balitung (898-910 M), dalam prasasti ini disebut-sebut 

adanya Desa Mantyasih dan nama Desa Glangglang. Mantyasih inilah yang 

kemudian berubah menjadi Meteseh, sedangkan Glangglang berubah menjadi 

Magelang. 

Dalam Prasasti Mantyasih berisi antara lain, penyebutan nama Raja Rake 

Watukura Dyah Balitung, serta penyebutan angka 829 Çaka bulan Çaitra tanggal 

11 Paro-Gelap Paringkelan Tungle, Pasaran Umanis hari Senais Sçara atau Sabtu, 

dengan kata lain Hari Sabtu Legi tanggal 11 April 907. Dalam Prasasti ini disebut 

pula Desa Mantyasih yang ditetapkan oleh Sri Maharaja Rake Watukura Dyah 

Balitung sebagai Desa Perdikan atau daerah bebas pajak yang dipimpin oleh 

pejabat patih. Juga disebut-sebut Gunung Susundara dan Wukir Sumbing yang 

kini dikenal dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. 
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Begitulah Magelang, yang kemudian berkembang menjadi kota selanjutnya 

menjadi Ibukota Karesidenan Kedu dan juga pernah menjadi Ibukota Kabupaten 

Magelang. Setelah masa kemerdekaan kota ini menjadi kotapraja dan kemudian 

kotamadya dan di era reformasi, sejalan dengan pemberian otonomi seluas - 

luasnya kepada daerah, sebutan kotamadya ditiadakan dan diganti menjadi kota.  

Ketika Inggris menguasai Magelang pada abad ke 18, dijadikanlah kota ini 

sebagai pusat pemerintahan setingkat Kabupaten dan diangkatlah Mas Ngabehi 

Danukromo sebagai Bupati pertama. Bupati ini pulalah yang kemudian merintis 

berdirinya Kota Magelang dengan membangun alun - alun, bangunan tempat 

tinggal Bupati serta sebuah masjid. Dalam perkembangan selanjutnya dipilihlah 

Magelang sebagai Ibukota Karesidenan Kedu pada tahun 1818. Setelah 

pemerintah Inggris ditaklukkan oleh Belanda, kedudukan Magelang semakin 

kuat. Oleh pemerintah Belanda, kota ini dijadikan pusat lalu lintas perekonomian. 

Selain itu karena letaknya yang strategis, udaranya yang nyaman serta 

pemandangannya yang indah Magelang kemudian dijadikan Kota Militer. 

Pemerintah Belanda terus melengkapi sarana dan prasarana perkotaan. Menara air 

minum dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918, perusahaan listrik mulai 

beroperasi tahun 1927, dan jalan - jalan arteri diperkeras dan diaspal.  
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B. Pemerintah 

Magelang adalah kota dingin yang menyenangkan, berjarak 40 Km utara dari 

Yogyakarta, dimana dikelilingi oleh beberapa pegunungan yaitu Merapi dan 

Merbabu disebelah Timur, Sumbing dan Sindoro disebelah Barat. Magelang 

adalah kota yang dilewati jalur yang menghubungkan antara Yogyakarta dan 

Semarang disebelah Barat sedangkan disebelah Timurnya menghubungkan antara 

Yogyakarta-Solo-Semarang. 

Karena dikelilingi oleh gunung-gunung, keindahan Gunung Merapi terlihat 

ketika memuntahkan lava pijar dimalam hari manakala cuaca terang, yang 

merupakan pesona alam yang indah. Kita menempuh perjalanan yang 

menyenangkan untuk menyaksikan satu dari tujuh keajaiban dunia, hasil maha 

karya bangsa Indonesia dimasa lalu, Candi Borobudur. Bernostalgia di kota yang 

sejuk ini, bekas-bekas bangunan kuno peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda 

yang masih terjaga kelestariannya. Di zaman Belanda, kota ini dikenal sebagai 

kota Garnizun Militer, banyak bangunan militer kuno di kota ini. 

Gunung Tidar terletak dibagian selatan kota Magelang yang dalam 

legendanya disebut sebagai "Pakunya Tanah Jawa", disinilah terletak "Kawah 

Candradimuka"-nya calon perwira Angkatan Darat - Tentara Nasional Indonesia 

sebagai kader pemimpin bangsa dimasa depan dididik. Kawah Candradimuka itu 

bernama Akademi Militer (AKMIL). Gunung Tidar sendiri memiliki legenda, 

dimana para dewa menancapkan paku agar Pulau Jawa terhindar dari goncangan. 



  

 

28 

C. Pendidikan 

Kota Magelang merupakan daerah dengan pendidikan yang paling maju di 

Karesidenan Kedu, bahkan di Jawa Tengah pun masih bisa eksis. Kota Mage lang 

selalu menduduki peringkat 5 besar di Jawa Tengah dan berhasil mengalahkan 

daerah - daerah lain yang cukup favorit. 

Di Kota Magelang terdapat sejumlah institusi pendidikan ternama, 

diantaranya, SMU Negeri 1 Magelang, SMP Negeri 1 Magelang yang telah 

menerapkan teknologi CCTV ditiap ruang kelasnya, SMP Negeri 5 Magelang 

sebagai salah satu Sekolah Standar Nasional, dan SMK Negeri 1 Magelang yang 

menjadi pusatnya WAN (Wide Area Network) di kota ini. Ada pula sekolah calon 

perwira TNI Angkatan Darat bernama Akademi Angkatan Darat (dahulu 

AKABRI); Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan alumni sekolah ini. 

Perguruan tinggi swasta lainnya adalah: Universitas Muhammadiyah 

Magelang (termasuk Akademi Kebidanan Muhammadiyah, Akademi 

Keperawatan Muhammadiyah, dan Politeknik Muhammadiyah), Universitas 

Tidar Magelang, serta STMIK Bina Patria serta Akademi Tirta Indonesia yang 

merupakan akademi tirta satu - satunya di Indonesia. 

 

D. Kesehatan 

Sarana kesehatan di Kota Magelang, yang terdiri dari rumah sakit dan 

puskesmas, selain melayani masyarakat Kota Magelang, juga mampu melayani 
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masyarakat sekitar Kota Magelang. Selain itu, 184 unit posyandu sangat 

membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit di 

Kota Magelang sejumlah 5 buah, yaitu: RSU Tidar, RS Lestari Raharjo, RS 

Harapan, RS Islam dan RS Dr. Soedjono. Rumah sakit bersalin sejumlah 4, yaitu: 

RSB Budi Rahayu, RSB Gladiol, RSB Lestari Raharjo, dan RSB Bhayangkara. 

Selain itu terdapat 2 buah rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. 

Soeroyo, dan Rumah sakit Paru-paru. Puskesmas yang ada sejumlah 5 buah, yaitu 

Puskesmas Kedungsari, Puskesmas Jurangombo, Puskesmas Magelang, 

Puskesmas Cacaban dan Puskesmas Tidar. 

E. Agama 

Kehidupan beragama di Kota Magelang berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari kerukunan antar pemeluk agama dalam menjalankan ajaran dan 

keyakinannya masing-masing, serta tidak pernah terjadi konflik maupun 

diskriminasi antara pemeluk agama tertentu. Di Kota Magelang telah terbentuk 

jaringan kerja antar umat beragama, melalui kelompok-kelompok keagamaan 

dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial 

kemasyarakatan. Jumlah sarana ibadah mengalami peningkatan yang cukup 

banyak khususnya jumlah masjid yaitu 119 buah pada tahun 2003 menjadi 130 

buah pada tahun 2005 dan jumlah gereja Kristen dari 24 buah menjadi 28 buah 
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pada tahun 2005. Hal tersebut menjadi bukti kepedulian masyarakat akan 

pentingnya sarana peribadatan untuk menjalankan agamanya. 

F. Keadaan Geografi 

Kota magelang dengan alam pegunungannya mempunyai luas wilayah sebesar 

18,12 Km2, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dengan 17 (tujuh belas) Kelurahan. 

Kelurahan - kelurahan tersebut yaitu: 

1. Kecamatan Magelang Utara: 

a. Kelurahan Kramat Utara  

b. Kelurahan Kramat Selatan  

c. Kelurahan Kedungsari  

d. Kelurahan Wates  

e. Kelurahan Potrobangsan  

2. Kecamatan Magelang Tengah: 

a. Kelurahan Magelang  

b. Kelurahan Cacaban  

c. Kelurahan Kemirirejo  

d. Kelurahan Gelangan  

e. Kelurahan Panjang  

f. Kelurahan Rejowinangun Utara  



  

 

31 

3. Kecamatan Magelang Selatan : 

a. Kelurahan Tidar Utara  

b. Kelurahan Tidar Selatan  

c. Kelurahan Rejowinangun Selatan  

d. Kelurahan Magersari  

e. Kelurahan Jurangombo Utara  

f. Kelurahan Jurangombo Selatan  

Kota magelang yang memiliki 3 Kecamatan dan 17 Kelurahan memiliki 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kecamatan Secang Kabupaten Magelang 

Sebelah Timur  : Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 

Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 

Sebelah Barat : Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang 

Jumlah penduduk yang tercatat dari hasil pendataan Kantor Statistik sampai 

dengan bulan Desember 2006 adalah sebanyak 117.744 Jiwa. Kondisi jalan yang 

ada pada umumnya sudah diaspal.  Letak pusat pemerintahan berada pada jalur 

transit antara Kota Semarang – Yogyakarta, dan ini memberikan kesempatan 

kepada Kota Magelang untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa yang 

akhirnya akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kota 

Magelang. Hal yang menguntungkan lainnya adalah letak Kota Magelang yang 
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berada ditengah-tengah wilayah kerja Kabupaten Magelang, sehingga banyak 

karyawan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berdomisili di Kota Magelang 

dan tentu saja hal ini akan berpegaruh pada roda perekonomian Kota magelang. 

Kotamadya Magelang 25% penduduknya adalah anak-anak, 35% usia remaja, 

40% usia dewasa dengan mata pencahariannya 255 pegawai 

negeri/ABRI/pensiunan, 15% pengusaha, 15% buruh, 5% petani dan 405 lain-

lain. Posisi Kotamadya Magelang sangat strategis karena terletak hampir ditengah 

Jawa Tengah dan berada dipersimpangan poros utama Yogya-Semarang, Yogya-

Wonosobo, dan Semarang-Cilacap. Yogyakarta hanya 42 km dari Magelang, 

sementara Semarang, Ibukota Propinsi Jawa Tengah, hanya 65 km atau satu 

setengah jam perjalanan dengan mobil. 

G. Pertanian, Perikanan, dan Peternakan 

Kegiatan pertanian di Kota Magelang semakin lama semakin terkurangi 

karena kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga pada tahun 2005 luas lahan 

pertanian tinggal 480 Ha dengan prediksi gabah kering 2.490 ton atau setara 

dengan 1.693 ton beras, sedangkan untuk lahan kering luasnya ±8 Ha ditanami 

palawija. 

Di bidang perikanan, pada tahun 2005 budi daya perikanan air tawar cukup 

berkembang di Kota magelang. Kolam/empang untuk air tawar ±6,68 Ha dengan 
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jenis ikan karper dan lele dumbo dengan produksi rata-rata per tahun ± 450.000 

ekor. 

Di bidang peternakan, karena keterbatasan lahan di kota maka peternakan 

tidak bisa dikembangkan. Jenis ternak yang ada pada tahun 2005 adalah sapi 

potong 221 ekor, domba 465 ekor, ayam ras sebanyak 152.300 ekor, ayam buras 

97.971 ekor dan itik 1.891 ekor. Untuk kebutuhan daging sapi maupun ayam 

kekurangannya untuk masyarakat disuplai dari luar kota, sehingga rumah potong 

hewan Kota Magelang per tahun memotong 3.425 ekor. Untuk hal-hal tersebut 

diatas, maka harus ada perhatian khusus yang ditujukan bagi kesejahteraan 

masyarakat Kota Magelang agar dapat memperoleh akses yang memadai dan 

menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kota Magelang. 

H. Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang 

Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah Kota Magelang yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

yang digali di Kota Magelang yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain- lain pendapatan asli 

daerah yang sah. Komponen dari Pajak Daerah antara lain Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan. Dari beberapa komponen Pajak 

Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen yang memberikan 
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kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Dari tahun 2000 

sampai dengan tahun 2007 rata-rata penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar 

Rp2.112.157.375. Penerimaan terbesar terjadi pada tahun terakhir yaitu tahun 

2007 yaitu sebesar Rp3.180.613.041. 

Selain Pajak Daerah komponen yang termasuk dalam Pendapatn Asli Daerah 

adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dipungut di Kota Magelang 

antara lain Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi 

Jasa Usaha Terminal, dan Retribusi Jasa Usaha Kekayaan Daerah. Beberapa 

komponen Retribusi Daerah tersebut juga memberikan kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar di Kota Magelang.  

Dua komponen Pendapatan Asli Daerah yang lain yaitu Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut di Kota 

Magelang antara lain diperoleh dari Perusahaan Daerah Taman Kyai Langgeng. 

Kemudian Penerimaan Bunga Deposito merupakan salah satu komponen dari 

Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah yang memberikan kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah yang dipungut di Kota Magelang selama tahun 2000 

sampai dengan tahun 2007. 
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Magelang ini adalah untuk 

mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Data utama 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar realisasi PPJ dan PAD pada 

tahun tertentu. 

Data yang diperoleh dari UPPD Kota Magelang mengenai realisasi PPJ dan 

PAD tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Realisasi PPJ tahun 2000 - 2007 
Tahun Realisasi PPJ 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Rp    796.365.065 
     1.121.881.405 
     1.647.499.647 
     2.165.885.939 
     2.510.387.643 
     2.668.428.957 
     2.806.197.301 
     3.180.613.041 

Sumber: Pemerintah Kota Magelang 
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 Tabel 4. Realisasi PAD tahun 2000 - 2007 
Tahun Realisasi PAD 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

                     Rp     7.373.213.960 
                            12.311.343.483 
                            18.091.243.797 

23.567.459.944 
22.628.250.565 
28.640.254.757 
36.960.394.058 
35.814.844.996 

Sumber: Pemerintah Kota Magelang 
 

B. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut: 

           
Realisasi PPJ 

Kontribusi =           X  100% 
     Realisasi PAD 
 
 
 

 Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah setiap tahun adalah: 

1. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2000 

              796.365.065 
 =    X 100% 
               7.373.213.960 
  
 =   10,80% 
 

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2000 sebesar 10,80% 
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2. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2001 

                  1.121.881.405 
 =    X 100% 
                12.311.343.483 
 
 =    9,11% 
 

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2001 sebesar 9,11% 

 

3. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2002 

  1.647.499.647 
=        X 100% 

  18.091.243.797 

 =     9,10% 

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2002 sebesar 9,10% 

 

4. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2003 

                      2.165.885.939 
 =          X 100% 
                        23.567.459.944 

 

 =    9,19% 

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2003 sebesar 9,19% 
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5. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2004 

2.510.387.643 
=          X 100% 

22.628.250.565 

=     11,09%  

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2004 sebesar 11,09% 

 

6. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2005 

2.668.428.957 
=                    X 100% 
 28.640.254.757 

=     9,31% 

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2005 sebesar 9,31% 

 

7. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2006 

2.806.197.301 
 =        X 100% 

  36.960.394.058 

 =     7,59% 

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2006 sebesar 7,59% 
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8. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2007 

                       3.180.613.041 
 =    X 100% 
                     35.814.844.996 
  
 =  8,88% 

Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2007 sebesar 8,88% 

 

Tabel 5. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Tahun 

Anggaran 
Realisasi PPJ Realisasi PAD Kontribusi 

% 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Rp   796.365.065 
     1.121.881.405 
     1.647.499.647 
     2.165.885.939 
     2.510.387.643 
     2.668.428.957 
     2.806.197.301 
     3.180.613.041 

Rp  7.373.213.960 
     12.311.343.483 
     18.091.243.797 
     23.567.459.944 
     22.628.250.565 
     28.640.254.757 
     36.960.394.058 

   35.814.844.996   

10,80 
  9,11 
  9,10 
  9,19 
11,09 
  9,31 
  7,59 
  8,88 

Rata –rata                                                                         9,383%          
      Sumber : Pemerintah Kota Magelang 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 berkisar 

antara 7,59% - 11,09%. Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan 

Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 

2007 adalah 9,383%.  
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C. Perkembangan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapat Asli 

Daerah 

Untuk melihat perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 

digunakan analisis trend dengan metode kuadrat terkecil. 

1. Perhitungan persamaan garis Trend  

Tabel 6. Perhitungan trend dari kontribusi Pajak Penerangan Jalan 
Tahun Kontribusi 

PPJ (%) 
X XY X2 Y’  

2000 
2001 
2002 
2003 
 
2004 
2005 
2006 
2007 

  10,80 
9,11 
9,10 

  9,19 
 

11,09 
  9,31 
  7,59 
8,88 

(-7) 
(-5) 
(-3) 
(-1) 
0 

(1) 
(3) 
(5) 
(7) 

-75,6 
-45,55 
-27,3 
-9,19 

 
11,09 
27,93 
37,95 
62,16 

49 
25 
9 
1 
 
1 
9 
25 
49 

10,153 
9,933 
9,713 
9,493 

 
9,27 

3 
9,053 
8,833 
8,613 

TTL 75,07 0    -18,51 168  
 Perhitungan persamaan trend Y’ = a + bX dengan dua persamaan 

 

S Y = Na + bS X      

75,07 = 8a + 0     

a = 9,383    

SXY = aS X + bS X2 

-18,51 = 0 + 168b 

b = -0,11 

Jadi Y’ = 9,383 – 0,11X 
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2. Untuk mengetahui apakah nilai b signifikan atau tidak, perlu dilakukan uji “t” 

pada taraf nyata 5%. Hipotesis dan perhitungannya sebagai berikut: 

a. Hipotesis nihil, H0 :b = 0; berarti tidak ada perkembangan  kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Hipotesis alternatif, H1 :b ?  0; berarti ada perkembangan kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

b. Y’ = 9,383 – 0,11X 

c. Diket : 

 b = -0,11        t tabel = 2,447 

 a = 5%    N        = 8 

       t 1/2  a = t 0,025 = t tabel            X        = 0 
 

 

Tabel 7. Perhitungan uji “t” 
Y X Y’ (Y-Y’) (Y-Y’)2 (X- X ) (X - X )2 

  
  10,80 

9,11 
9,10 

  9,19 
 

11,09 
  9,31 

    7,59 
8,88 

-7 
-5 
-3 
-1 
0 
1 
3 
5 
7 

10,153 
9,933 
9,713 
9,493 

 
9,273 
9,053 
8,833 
8,613 

0,647 
-0,823 
-0,613 
-0,303 

 
1,817 
0,257 

-1,243 
0,267 

0,418609 
0,677329 
0,375769 
0,091809 

 
3,301489 
0,066049 
1,545049 
0,071289  

-7 
-5 
-3 
-1 
 
1 
3 
5 
7 

49 
25 
9 
1 
 
1 
9 
25 
49 

 S0   6,547392 S0 S168 
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            S (Y –Y’)2 

d. Se2 =  
            (N – 2) 
 
            6,547392 
                  Se2 = 
                                       6 
 
  =   1,091232 
 
                    Se2 

      Sb
2 = 

         S (X - X )2 

    
 

        1,091232 
      Sb2 = 
  168 

                 
    =  0,0065   

 
       Sb =  0,08 
 

    t =   
b/sb 

 
                 -0,11 
    t = 
             0,08 
 
  =    -1.375 
 
 

T table = t(a /2;n-2) 

  = 0.025;8-2 

  = 2,447 
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e. Daerah peneriman dan penolakan H0 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2: Daerah penerimaan dan penolakan H0 

 

f. Kesimpulan: H0 diterima, ini berarti tidak ada perkembangan kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang signifikan. 

Perhitungan uji “t” menghasilkan nilai t hitung sebesar -1,375 dan nilai t tabel 

dengan taraf nyata 5% didapat sebesar 2,447 maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah yang signifikan. 
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D. Pembahasan 

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 

berkisar antara 7,59% - 11,09%. Dari tabel 3, realisasi Pajak Penerangan Jalan 

dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 selalu menga lami peningkatan. 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa penyebab, yaitu adanya peningkatan 

pelanggan, mutasi penggunaan listrik, dan adanya kenaikan tarif dasar listrik. 

  Pada tahun 2000 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,80%. Tetapi pada tahu 2001 kontribusi 

Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami 

penerunan. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang 

cukup tinggi. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh 

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh 

komponen-komponen yang lain. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada 

tahun 2001 disebabkan karena dari semua komponen Pendapatan Asli Daerah 

hanya 4 komponen saja yang mengalami penurunan, kemudian dengan 

dikeluarkannya peraturan perundang-undangan baru maka komponen 

Pendapatan Asli Daerah bertambah, dan terdapat beberapa PAD yang 

mengalami kenaikan. Empat komponen yang mengalami penurunan yaitu pos 

Denda Pajak, pos Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pos Badan Kredit 

Kecamatan, dan pos Hasil penjualan barang milik daerah. Komponen PAD 
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yang bertambah adalah pos Pajak Parkir,  Bagian laba SHU Koperasi dan  

TPTGR. Kemudian beberapa pos yang peningkatannya cukup tinggi yaitu pos 

Retribuís Pelayanan Kesehatan, Penerimaan lain- lain, Jasa Giro, Perusahaan 

Daerah Kyai Langgeng, dan Pajak Penerangan Jalan.  

 Pada tahun 2002 Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi 

sebesar 9,10%. Di tahun ini Pendapatan Asli Daerah juga mengalami 

peningkatan bahkan peningkatannya lebih tinggi dari tahun 2001. Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di tahun 2002 disebabkan karena adanya beberapa 

komponen PAD yang baru dan adanya beberapa pos PAD yang naik. 

Munculnya beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena 

adanya peraturan perundang-undangan yang baru.  Komponen tersebut antara 

lain, pos Pajak Sarang Burung, pos Retribusi Ijin Ketenagakerjaan dan pos 

Retribusi Tempat Khusus Parkir. Lalu beberapa pos PAD yang naik yaitu pos 

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Penerimaan lain- lain, Jasa Giro, dan Pajak 

Penerangan Jalan. 

 Kemudian pada tahun 2003 kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,09% 

sehingga kontribusinya menjadi 9,19%. Penyebab kenaikan kontribusi ini 

yaitu adanya kenaikan realisasi Pajak Penerangan Jalan dan kenaikan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi 4 pos 

yang memberikan peneriman cukup tinggi yaitu pos Retribusi Pelayanan 
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Kesehatan, Penerimaan bunga deposito dan Penerimaan lain- lain dan Pajak 

Penerangan Jalan.  

 Pada tahun 2004 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2003. Peningkatan kontribusi yang 

terjadi ditahun 2004 yaitu sebesar 1,9% sehingga peningkatannya menjadi 

11,09%. Peningkatan kontribusi yang terjadi pada tahun 2004 disebabkan 

karena kenaikan realisasi Pajak Penerangan Jalan yang diikuti dengan 

penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah.  Penurunan realisasi PAD 

disebabkan oleh banyaknya komponen PAD yang mengalami penurunan, 

antara lain pada pos Penerimaan lain- lain, Jasa Giro dan Penerimaan Bunga 

Deposito . Penurunan terbesar terjadi pada pos Penerimaan lain- lain yaitu 

sebesar Rp 3.013.995.959.  

 Di tahun 2005 kontribusi Pajak Penerangan Jalan mengalami 

penurunan menjadi 9,31%. Pada tahun ini realisasi Pendapatan Asli Daerah 

kenaikannya cukup tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adanya 

beberapa pos yang mengalami peningkatan kembali. Terdapat 3 pos yang 

peningkatannya besar yaitu pos Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 

1.447.569.500, Penerimaan lain- lain sebesar Rp 1.235.373.800 dan pos 

Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah sesesar Rp 1.664.435.646.  

Untuk tahun 2006 kontribusi Pajak Penerangan Jalan juga mengalami 

penurunan, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah naik cukup tinggi bahkan 
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dapat dikatakan  dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 realisasi 

Pendapatan Asli Daerah paling tinggi adalah tahun 2006. Kenaikan 

Pendapatan Asli Daerah ini dipengaruhi oleh adanya  4 pos yang 

peningkatannya cukup besar. Empat komponen tersebut adalah pos Retribusi 

Pelayanan Kesehatan (RSU) sebesar Rp 2.186.158.770, Jasa Giro sebesar Rp 

1.656.224.916, Penerimaan Bunga Deposito sebesar Rp 2.890.471.789, dan 

Penerimaan lain- lain sebesar Rp 1.987.616.675. Kontribusi Pajak Penerangan 

Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2006 mengalami penurunan 

menjadi 7,59%. 

 Pada tahun 2007 kontribusi yang diberikan oleh Pajak Penerangan 

Jalan mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan adanya kena ikan 

realisasi Pajak Penerangan Jalan tetapi realisasi Pendapatan Asli Daerah 

mengalami penurunan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang terjadi di 

tahun 2007 dipengaruhi oleh banyaknya komponen Pendapatan Asli Daerah 

yang mengalami penurunan. Penurunan terbesar ada pada pos Penerimaan 

lain- lain sebesar Rp 3.015.709.646 dan pos Penerimaan Bunga Deposito 

sebesar Rp 2.211.948.245.  

 Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 adalah 

9,383%. Sedangkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi 11,09% dan 

kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2006 dengan kontribusi 7,59%. Dengan 
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demikian Pajak Penerangan Jalan yang dipungut Pemerintah Kota Magelang 

mempunyai kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

2. Perkembangan  Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan analisis trend diperoleh 

persamaan Y’ = 9,383 – 0,11X. Persamaan ini menunjukkan kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang pada 

akhir tahun 2003/awal tahun 2004 atau nilai “Y” apabila X sama dengan 0 

(nol) sebesar 9,383% sedangkan nilai “b” sebesar -0,11% merupakan 

perubahan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah per enam (6) bulan secara berkala.  

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji “t”. Perhitungan ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah nilai b signifikan atau tidak, pada taraf 

nyata 5%. Taraf nyata 5% menjelaskan bahwa dengan taraf nyata 5% peneliti 

yakin bahwa tingkat keyakinan dari kesimpulan yang diperoleh yaitu tidak 

ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah adalah 95%, sedangkan tingkat keyakinan bahwa ada 

perkembangan kontibusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah adalah 5%. Hasil uji signifikansi menggunakan pengujian statistik uji t 

untuk mengetahui apakah nilai “b” signifikan atau tidak, menunjukkan bahwa 

t hitung -1,375 < t tabel 2,447. Hasil t hitung tersebut terletak di daerah 
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penerimaan H0, maka hasil ini membuktikan bahwa tidak ada perkembangan 

kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang 

signifikan di Kota Magelang dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari 

tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 berkisar antara 7,59% sampai dengan 

11,09%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kota Magelang terkecil terjadi pada tahun 2002 dengan kontribusi 9,10% 

sedangkan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi 

11,09%.  

2. Hasil analisis data dengan menggunakan analisis trend diperoleh persamaan 

Y’ = 9,383 – 0,11X. Hasil uji signifikansi menggunakan pengujian statistik uji 

t untuk mengetahui apakah nilai “b” signifikan atau tidak, menunjukkan 

bahwa t hitung -1,375 < t tabel 2,447. Hasil t hitung tersebut terletak di daerah 

penerimaan H0, maka hasil ini membuktikan bahwa tidak ada perkembangan 

kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang 

signifikan di Kota Magelang pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. 
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B. Keterbatasan penelitian 

Dalam melakukan penelitian tentu saja penulis menghadapi keterbatasan 

dalam penelitian, yaitu: 

1. Penulis membandingkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah hanya delapan tahun saja yaitu tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2007. 

2. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas Pajak Penerangan Jalan saja 

sehingga tidak dibahas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain. 

 

C. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kota Magelang, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan 

ternyata tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang 

diharapkan tidak hanya mengandalkan penerimaan dari Pajak Penerangan 

Jalan saja tetapi dapat terus menggali Pendapatan Asli Daerah dari komponen-

komponen yang lain, seperti Jasa Giro dan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

2. Bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik tentang Kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebaiknya rentang waktu 

yang digunakan lebih lama, hal ini bertujuan untuk menghasilkan hasil yang 

lebih akurat. 
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LAMPIRAN I 

Data realisasi Pajak Penerangan Jalan 

dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 2000 - 2007 
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DATA REALISASI PAJAK PENERANGAN JALAN TAHUN 2000 - 2007 

Tahun Realisasi PPJ 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Rp    796.365.065 
     1.121.881.405 
     1.647.499.647 
     2.165.885.939 
     2.510.387.643 
     2.668.428.957 
     2.806.197.301 
     3.180.613.041 

         Sumber: Pemerintah Kota Magelang 
 

 

 

 

 

DATA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2000 - 2007 

Tahun Realisasi PAD 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

                     Rp     7.373.213.960 
                            12.311.343.483 
                            18.091.243.797 

23.567.459.944 
22.628.250.565 
28.640.254.757 
36.960.394.058 
35.814.844.996 

        Sumber: Pemerintah Kota Magelang 
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LAMPIRAN 2 

Tabel Distribusi Nilai t 
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LAMPIRAN 3 

Surat Bukti Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






